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Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak tidak must mustahi ahill bers bersifa ifatt memi memihak hak.. Maka Maka oleh oleh kare karena na itu demi demi kebe kebenar naran an dan dan keadilan setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar  kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap  putusan  putusan hakim pada umumnya umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk  menc menceg egah ah atau atau memp memper erba baik ikii keke kekeli liru ruan an dala dalam m suat suatu u putu putusa san n (Sud (Sudik ikno no Mertokusumo, 1982:232). Dalam hukum acara perdata terhadap upaya hukum dapat di bagi menjadi upay upayaa huku hukum m biasa biasa beru berupa pa perla perlawa wanan nan (verzet ), ) , band bandin ing g (revisi) revisi) dan dan kasa kasasi si (cassatie) cassatie) dan upaya hukum luar biasa yang dapat berupa  peninjauan kembali (PK) dan derden verzet (verzet door darden). darden). A. BANDING 1. Landa Landasa san n Huk Hukum um Band Bandin ing g Seben ebenar arny nyaa band bandin ing g dala dalam m perka erkara ra perd perdat ataa dan pid pidana ana berb erbeda eda  peraturannya.  peraturannya. Acara Acara banding banding dalam dalam perkara perkara pidana pidana pada awalnya awalnya diatur dalam pasal pasal 350-356 HIR yang kemudian dicabut oleh Stb. 1932 No. 460 jo 580, sehingga hanya tinggal ketentuan yang diatur dalam Reglem dalam  Reglement ent op de strafvordering voor de raden van justitie op java en het hooggerechtshof van indonesia (pasal 282 dst.) serta Rbg pasal 660. Sekarang hal banding dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP pasal 67, 87, 233-243 KUHAP. Sedangkan banding dalam perkara perdata diatur dalam pasal-pasal 188-194 HIR. Tetapi dengan adanya pasal 3 jo 5 UU darurat no. 1 tahun 1951 pasal-pasal itu sudah tidak berlaku lagi dan yang sekarang berlaku ialah undang-undang RI tahun 1947 no. 20 untuk Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura ialah Rbg pasal 199-205. Jadi dasar hukumnya adalah UU no. 4/2004 tentang tentang perubah perubahan an atas undang undang-und -undang ang pokok pokok kekuas kekuasaan aan dan UU no.20/1 no.20/1947 947 tentang peradilan ulangan. 2. Alas Alasan an Perm Permoh ohon onan an Band Bandin ing g Adapun Adapun alasan-alasan alasan-alasan seseorang seseorang dapat mengajukan mengajukan permohonan permohonan banding banding diantaranya adalah: a. Apab Apabila ila salah salah satu satu pihak pihak dalam dalam suatu suatu perka perkara ra tidak tidak mene menerim rimaa putu putusa san n  pengadilan  pengadilan tingkat pertama pertama karena merasa hak-haknya hak-haknya terserang terserang oleh adanya putusan itu.  b. Mengangga Menganggap p putusan putusan itu kurang benar atau atau kurang kurang adil. adil. Asas Asas peradil peradilan an ini bersand bersandarka arkan n pada pada keyaki keyakinan nan bahwa bahwa putusa putusan n pada pada tingkat tingkat  pertama belum tentu tepat atau benar sehingga sehingga perlu pemeriksaan pemeriksaan ulang oleh  pengadilan  pengadilan yang lebih tinggi. tinggi. Dalam hal ini yang berwenang berwenang adalah pengadilan pengadilan tinggi untuk menelitti apakah pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan menurut cara yang ditentukan UU dengan cukup teliti, dan juga pengadilan tinggi berwenang untuk untuk memerik memeriksa sa putusa putusan n dan mengam mengambil bil sikap sikap atas putusa putusan-pu n-putus tusan an tersebu tersebutt seperti:
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 a. Dalam alam hal hal putu putusa san n dian diang ggap gap tela telah h bena benar, r, putu putusa san n peng pengad adil ilan an ting tingka katt  pertama akan dikuatka dikuatkan. n.  b. Dalam hal putusan putusan dianggap salah, putusan putusan akan dibatalkan dibatalkan dan pengdailan tinggi akan memberi putusan lain. c. Dalam alam hal hal putu putusa san n yang yang kura kurang ng tepa tepat, t, maka maka peng pengad adil ilan an ting tinggi gi akan akan memperbaiki putusan sebelumnya. 3. Prosedur Pengajuan Banding Putusan yang bisa dimintakan banding hanya putusan pengadilan negeri mengenai perkara yang harga gugatnya hanya lebih dari Rp.100,- saja. Hal ini sesuai pasal 6 UU 1947 no. 20 bahwasannya “ dari putusan-putusan pengadilan negeri negeri di jawa jawa dan madur madura a tentan tentang g perka perkara ra perda perdata, ta, yang yang diter diternya nyata ta bahwa bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak pihak (partizen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan pemeriksaan pertama diulangi diulangi oleh pengadilan pengadilan tinggi tinggi yang berkuasa dalam daerah daerah hukum masingmasingmasing ” (komentar HIR, 2005:170). Jadi dapat dikatakan hampir semua putusan (bukan declaratoir ) Pengadilan  Negeri  Negeri dapat diajukan diajukan permohonan permohonan banding. banding. Maksud Maksud pihak yang berkepentinga berkepentingan n adalah pihak yang oleh putusan pengadilan tingkat pertama dikalahkan dan juga  jika ada gugat gugat asal dan gugat gugat balik yang di dalamnya dalamnya ada pihak yang dikalahkan dikalahkan maka pihak tersebut dapat mengajukan permohonan banding (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009:151). Sedang Sedang dalam dalam perkara perkara pidana, pidana, permint permintaan aan banding banding dapat dapat diajuka diajukan n ke  pengadilan  pengadilan tinggi tinggi oleh terdakwa terdakwa atau yang khusus khusus dikuasakan dikuasakan untuk itu atau  penunttut  penunttut umum (pasal 67 KUHAP). KUHAP). Permintaan banding banding dalam perkara pidana ini dapat diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah  putusan  putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak  hadir sebagaiman dimaksud dalam pasal 196 ayat 2 KUHAP. Permohonan banding dapat diterima jika diajukan dalam tenggang waktu 14 hari hari terh terhit itun ung g mula mulaii berk berkut utny nyaa hari hari peng pengum umum uman an putu putusa san n kepa kepada da yang yang  berkepentinga  berkepentingan. n. Hal ini sesuai dengan dengan pasal 7 ayat 1 UU no. 20 tahun 1947 “ permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau deng dengan an lisa lisan n oleh oleh pem peminta inta atau atau waki wakiln lnya ya,, yang yang seng sengaj aja a diku dikuas asak akan an untu untuk  k  mengajukan mengajukan permintaan itu, kepada panitera pengadilan negeri, yang menjatuhkan menjatuhkan  putusan dalam empat belas belas hari, terhitung mulai hari berikutnya berikutnya hari pengumuma pengumuman n  putusan kepada yang berkepentingan berkepentingan.” .” Untuk mengajukan mengajukan permohonan permohonan banding pihak yang bersangkutan bersangkutan terlebih dahulu dahulu harus harus membay membayar ar biaya biaya permoho permohonan nan bandin banding g kepada kepada pengad pengadilan ilan negeri. negeri. Besa Besarn rnya ya biay biayaa ters terseb ebut ut dita ditaks ksir ir oleh oleh pani panite tera ra Peng Pengad adil ilan an Nege Negeri ri yang yang  bersangkutan  bersangkutan.. Jika pemohon banding adalah orang yang tidak mampu maka harus dibuktikan dengan surat dari kepala desa. Hal ini sesuai dengan pasal 7 (3) UU no. 20 tahun 1947 bahwasannya “ jika “ jika ada permintaan permintaan akan pemeriksaan pemeriksaan ulangan tidak  dengan biaya maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan  putusan pengadilan tinggi atas permintaan tersebut kepada ketua pengadilan negeri.” negeri.”
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 Biaya perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui  bank pemerintah pemerintah atau kantor pos, dan tanda bukti pengiriman pengiriman uang harus dikirim  bersamaan  bersamaan dengan dengan pengiriman pengiriman berkas berkas yang bersangk bersangkutan. utan. Dalam Dalam menentukan menentukan biaya biaya  banding  banding harus harus diperhitung diperhitungkan: kan: a. Biaya Biaya pencata pencatatan tan pernyat pernyataan aan banding banding,,  b. Besarnya Besarnya biaya banding banding yang ditetapkan ditetapkan oleh ketua pengadila pengadilan n tinggi, tinggi, c. Biaya Biaya pengir pengiriman iman uang uang melalu melaluii bank/kan bank/kantor tor pos, pos, d. ongk ongkos os kir kirim im ber berka kas, s, e. biaya biaya pemb pember erita itahua huan n berup berupa: a: (1) Biaya pemberita pemberitahuan huan akta akta banding. banding. (2) Biaya pemberita pemberitahuan huan memori memori banding. banding. (3) Biaya pemberitahu pemberitahuan an kontra kontra memori banding. banding. (4) (4) Biay Biayaa pemb pember erit itah ahua uan n meme memeri riks ksaa berk berkas as bag bagi pemb pemban andi ding ng dan dan terbanding. (5) Biaya pemberitahuan pemberitahuan bunyi bunyi putusan bagi pemban pembanding ding dan terbanding. terbanding. Pasal 10 uu no. 20 tahun 1947 menyatakan “(1)  permintaan pemeriksaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh panitera pengadilan negeri di dalam daftar. (2)  panitera memberitahukan memberitahukan hal itu kepada pihak lawan yang minta  pemeriksaan  pemeriksaan ulangan.” ulangan.” Jadi sudah jelas dalam hal ini panitera harus memberitahu  pihak terbanding terbanding supaya supaya siap-siap siap-siap juga menyiapkan menyiapkan kontra memori memori bandingnya. bandingnya. Begitup Begitupun un KUHAP KUHAP menga mengatur tur tentang tentang kewajib kewajiban an panite panitera ra perkara perkara pidan pidan untuk  untuk  memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang adanya permintaan banding yang diatur dalam pasal 233. Setelah satu pihak menyatakan naik banding dan dicatat oleh panitera, maka  pihak lawan lawan diberitahu diberitahu panitera panitera tentang tentang permintaan permintaan banding banding itu selambat-lambat selambat-lambatnya nya 14 hari hari sete setelah lah perm permint intaa aan n band banding ing dite diterim rimaa dan kedu keduaa belah belah pihak pihak dibe diberi ri kesempatan untuk melihat surat-surat dan berkasnya di pengadilan negeri selama 14 hari sesuai dengan pasal 11 ayat 1 uu no. 20 tahun 1947, 202 Rbg (Sudikno Mertokusumo, 1998:235). Surat-surat termaksud adalah memori banding yang harus dipelajari oleh  pihak terbanding terbanding sehingga sehingga bisa menjawabnya menjawabnya dengan dengan kontra memori banding. banding. Memori Memori bandin banding g harus harus memuat memuat alasan-a alasan-alasa lasan n pemban pembandin ding g mengan mengangg ggap ap bahwa bahwa  putusan  putusan pengadilan pengadilan tersebut tersebut adalah salah. Akan tetapi hal ini tidak merupakan merupakan syarat mutlak asalkan syarat-syarat lain yang ditentukan UU terpenuhi. Kedua belah  pihak boleh memasu memasukkan kkan surat keteranga keterangan n dan bukti-bu bukti-bukti kti baru. baru. Setelah Setelah pemerik pemeriksaa saan n di paniter paniteraa Pengad Pengadilan ilan Negeri Negeri selesai selesai,, maka maka surat surat  pemeriksaan  pemeriksaan harus dikirim dikirim ke Pengadilan Pengadilan Tinggi selambat-lambatn selambat-lambatnya ya 7 hari setelah  pemeriksaan  pemeriksaan selesai (pasal 13 UU no.20 tahun 1947). 1947). Dalam perkara pidana selamb selambat-l at-lamb ambatny atnyaa dalam dalam waktu waktu 14 hari hari setelah setelah permint permintaan aan banding banding diajuka diajukan, n,  panitera  panitera mengirimkan mengirimkan berkas-berkas berkas-berkas ke pengadilan pengadilan tinggi. tinggi. Selama 7 hari sebelum sebelum  pengiriman  pengiriman berkas perkara ke pengadilan pengadilan tinggi, tinggi, pemohon pemohon banding banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri. Menurut pasal 15 ayat 1 uu no 20 tahun 1947 dan pasal 238 KUHAP,  pengadilan  pengadilan tinggi tinggi dalam pemeeriksaan pemeeriksaan ulangan, ulangan, memeriksa memeriksa dan memutuskan memutuskan dengan tiga hakim, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri kedua belah  pihak atau saksi. saksi. Ayat ini dirubah oleh pasal pasal 2 undang-undang undang-undang darurat darurat no. 11 tahun 3



 1955 “ jika dipandang perlu, pengadilan tinggi atau seorang hakim pengadilan tingg tinggii itu dapat dapat mende mendenga ngarr sendir sendirii para para pihak pihak yang yang berper berperkar kara a.” Bukanl Bukanlah ah maksud maksudnny nnyaa ssupay ssupayaa semua semua perkara perkara banding bandingan an diperiks diperiksaa oleh oleh seorang seorang hakim, hakim, melainkan supaya semua pengadilan tinggi tidak diwajibkan lagi untuk memeriksa semua perkara dengan tiga orang hakim, juga perkara-perkara yang tidak sulit (R. Soepomo, 1993:114). Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangk dipertimbangkan an dan dilaksanakan, dilaksanakan, pengadilan tinggi tinggi memutuskan memutuskan,, menguatkan menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama,  pengadilan  pengadilan tinggi mengadakan mengadakan putusan putusan sendiri (Sudarsono, (Sudarsono, 1994:153). 1994:153). Dan  putusannya  putusannya harus segera diberitahu diberitahukan kan kepada kepada pihak pihak pembanding pembanding dan terbanding terbanding.. Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan (pasal 242 KUHAP). Dalam Dalam tingkat tingkat banding banding hakim hakim harus harus membiar membiarkan kan putusa putusan n dalam dalam tingkat tingkat  peradilan  peradilan pertama sepanjang sepanjang tidak dibantah dibantah dalam tingkat banding banding ( tantum devolatum quantum appelatum) appelatum) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juni Juni 1971 1971 (Sudik (Sudikno no Mertok Mertokusu usumo, mo, 1998: 1998:237 237). ). Dan mengen mengenai ai pencab pencabuta utan n  permohonan  permohonan banding banding dapat dilakukan dilakukan setiap saat oleh pihak pembanding pembanding dengan dengan  persetujuan  persetujuan pihak lawan selama perkara tersebut tersebut belum diputus diputus oleh pengadilan pengadilan tinggi. 4. Putusan Peradilan Tingkat Banding Putu Putusa san n yang yang dapa dapatt diaj diajuk ukan an perm permo ohona honan n band bandin ing g adal adalah ah putu putusa san n Pengad Pengadilan ilan Negeri/ Negeri/Aga Agama ma bukan bukan peneta penetapan, pan, yaitu yaitu putus putusan an declaratoir  yang diberiakan hakim pengadilan negeri atas suatu surat permohonan, seperti penetapan ahli waris. Terhadap putusan seperti ini tidak dapat diajukan banding akan tetapi langsung langsung mengajukan mengajukan kasasi (Retnowulan (Retnowulan Sutantio, Iskandar Iskandar Oeripkartawinat Oeripkartawinata, a, 2009:149). Jika putusannya putusannya berbentuk  berbentuk  verstek  maka maka harus harus diajuka diajukan n verzet  dulu dulu di tingkat tingkat peradilan peradilan pertama. pertama. Namun Namun seperti seperti dijelas dijelaskan kan dalam dalam ayat 2 pasal pasal 8, jika untuk kedua kalinya tergugat kalah dengan putusan verstek, maka tergugat dapat mengajukan banding namun harus menunggu sampai putusan verstek diputus oleh  pengadilan  pengadilan negeri. negeri. Ketent Ketentuan uan pasal pasal 9 menge mengemuk mukakan akan “(1) “(1) dari putusan pengadilan negeri  yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan. (2) putusan (2)  putusan dalam mana pengadilan negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkarannya, dianggap  sebagai putusan penghabisan. penghabisan.”” Dari pasal satu kita tahu bahwa apabila dalam suatu  perkara telah dijatuhkan dijatuhkan suatu putusan provisionil, insidentil ataupun putusan putusan sela lain lainny nya, a, dan dan piha pihak k yang yang dika dikala lahk hkan an meng mengaj ajuk ukan an perm permoh ohon onan an band bandin ing, g,  permohonann  permohonannya ya dicatat oleh pengadilan pengadilan negeri akan tetapi berkasnya berkasnya baru akan dikirim ke pengadilan tinggi setelah putusan final ada. Pengad Pengadilan ilan tinggi tinggi juga juga dapat dapat melaku melakukan kan pemerik pemeriksaan saan tambah tambahan an dalam dalam memutus perkara jika menganggap bahwa pemeriksaan semula belum cukup bukti. Kare Karena na dalam dalam taraf taraf band banding ing asas asasny nyaa “ bahw bahwaa perk perkara ara menta mentah h kemb kembal ali” i” dan dan kedudukan pengadilan tinggi sebagai  judex factie, factie, yaitu hakim yang memeriksa dan 4



 meng mengad adili ili perka perkara ra baik baik meng mengen enai ai fakta fakta maup maupun un meng mengen enai ai huku hukumn mnya ya,, dan dan wewenang yang dipunyai pengadilan tinggi dalam pemeriksaan perkara yang sama dengan dengan wewena wewenang ng hakim hakim pengad pengadilan ilan negeri, negeri, sebelu sebelum m pemerik pemeriksaa saan n tambaha tambahan, n,  pengadilan  pengadilan tinggi tinggi harus berusaha berusaha untuk mendamaikan mendamaikan kedua belah pihak yang  bersengketa  bersengketa (Retnowul (Retnowulan an Sutantio, Sutantio, Iskandar Iskandar Oeripkartawinat Oeripkartawinata, a, 2009:160 2009:160)) Wewenang pengadilan tinggi juga untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama meskipun meskipun putusan putusan pengadilan pengadilan negeri tersebut berdasarkan berdasarkan sumpah  penambah  penambah atau  supletoir . Apala Apalagi gi jika jika sump sumpah ah terse tersebu butt dimi diminta ntaka kan n kepad kepadaa  penggugat  penggugat yang tidak mempunyai mempunyai bukti yang harus ditambah. ditambah. Lain halnya dengan sumpah pemutus atau decisoir , sumpah seperti ini dalam tingkat banding maupun kasasi tidak dapat mengubah putusan. Karena pada hakikatnya sumpah decisoir ini decisoir  ini adalah melepaskan hak untuk menang. Berkaitan dengan putusan sela, pengadilan tinggi pun dapat melakukannya misa misalny lnyaa saja saja dalam dalam hal sita sita jamin jaminan. an. Peng Pengad adila ilan n tingg tinggii berwe berwena nang ng untu untuk  k  memerin memerintahk tahkan an pengad pengadilan ilan negeri negeri terkait terkait melaku melakukan kan sita tersebu tersebutt (R. Subekt Subekti, i, 1977:152). B. KASASI 1. Penger Pengertia tian n dan Landa Landasan san Huku Hukum m Kasas Kasasii Upaya hukum kasasi (cassatie/appeal ( cassatie/appeal in cassation) cassation) merupakan lembaga hukum yang dilahirkan di prancis dengan istilah cassation dan berasal dari kata kerja casser yang casser yang berarti membatalkan atau memecahkan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung Repulik Indonesia (MA RI) sebagai pengawas tertinggi atas  putusan-put  putusan-putusan usan pengadilan-pe pengadilan-pengadila ngadilan n lain, tetapi tidak berarti merupakan merupakan  pemeriksaan  pemeriksaan tingkat ke-3. Hal ini disebabkan disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan dilakukan suatu suatu pemerik pemeriksaa saan n kembali kembali perkara perkara tersebu tersebut, t, tetapi tetapi hanya hanya diperik diperiksa sa masalah masalah-masalah masalah hukumn hukumnya/ ya/pen penerap erapan an hukum hukumnya nya.. Sehing Sehingga ga yang yang dapat dapat menga mengajuka jukan n  permohonan  permohonan kasasi kasasi dalam perkara perdata adalah pihak-pihak pihak-pihak berperkara berperkara atau wakilnya wakilnya yang khusus khusus dikuasakan dikuasakan untuk itu (Pasal 44 ayat (1) huruf a UU no 3 tahun 2009). Pada asasnya, asasnya, landasan hukum kewenangan kewenangan kasasi kasasi diatur dalam ketentuan ketentuan  pasal 24 A ayat (1) perubahan ke-3 UUD 1945, pasal 20 ayat (2) UU no. 48 tahun 2009, penjelasan umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU no. 48 tahun 2009. Prosedur Permohonan Kasasi Menuru Menurutt Mahkam Mahkamah ah Agung Agung RI pada pada hakikat hakikatnya nya prosed prosedural ural adminis administras trasii  permohonan  permohonan kasasi adalah bahwa permohonan permohonan kasasi kasasi dapat diajukan diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Senada dengan pasal 245 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu waktu selama selama 14 hari untuk untuk mengaju mengajukan kan permoho permohonan. nan. Prosed Prosedura urall beriku berikutnya tnya adalah adalah apabila apabila biaya kasasi kasasi telah telah dibaya dibayarr lunas lunas semuan semuanya, ya, pengadi pengadilan lan wajib wajib membuat membuat akta pernyataan pernyataan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register  kasasi, kemudian akta ini diberitahukan kepada lawannya dalam waktu 7 hari. Perlu  juga disampaikan disampaikan dalam kontek ini bahwa dalam mengajukan mengajukan kasasi, kasasi, pemohon pemohon kasasi harus mengajukan memori kasasi dan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) (1) UU no. no. 37 tahu tahun n 200 2004 mene enentuk ntukan an bahw bahwaa, “ Pemohon  Pemohon kasasi wajib 2.
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 meny menyam ampa paik ikan an kepa kepada da Pani Panitr tra a Peng Pengad adil ilan an memo memori ri kasa kasasi si pada pada tang tangga gal  l   permohonan  permohonan kasasi didaftarkan.” didaftarkan.” Tanggal penerimaan memori kasasi tersebut, harus dicatat dalam suatu surat keterangan keterangan panitera yang ditandatangani ditandatangani oleh panitera. panitera. Yang dimaksud sebagai tanggal permohonan kasasi adalah tanggal pada waktu biaya perkara diterima oleh  panitera  panitera yang bersangkutan. bersangkutan. Sedangkan Sedangkan apabila biaya perkara yang diterima melampaui tenggang waktu, maka permohonan kasasi dianggap tidak ada. Dalam  pidana juga pemohon pemohon harus menyerahkan menyerahkan memori memori kasasi kasasi dan alasan mengajukan mengajukan kasasi yang sesuai dengan pasal 248 dan 253 KUHAP. Kemudian berdasarkan Ketentuan pasal 12 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004: “Termo Termoho hon n kasasi kasasi dapat dapat menga mengajuk jukan an kontr kontra a memo memori ri kasasi kasasi kepada kepada Panit Panitra ra  Pengadilan paling lambat lambat 7 (tujuh) hari setelah setelah tanggal termohon termohon kasasi menerima menerima memori kasasi dan panitra Pengadilan Pengadilan wajib menyampaikan menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.” Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004: “ Panitra wajib menyampaikan menyampaikan permohonan permohonan kasasi, memori memori kasasi, dan kontra memori memori kasasi kasasi beserta beserta berkas berkas perkara perkara yang bersangk bersangkutan utan kepada kepada Mahkama Mahkamah h  Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi di daftarkan.” Dalam praktik, berkas berkas perkara dikirim kepada MA RI berupa bundel bundel A dan  bundel  bundel B. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan permohonan kasasi diajukan, diajukan, barkas kasasi  berupa bundel bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Agung. Pada dasarnya,  bundel  bundel A merupakan merupakan surat-surat surat-surat perkara diawali dengan dengan surat gugatan gugatan dan semua kegiatan/prose kegiatan/prosess penyidangan/ penyidangan/pemerik pemeriksaan saan perkara tersebut tersebut dan selalu di simpan di Pengadilan Negeri/Niaga serta terdiri atas: Surat permohonan; − Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; − − Penetapan hari sidang; − Relaas-relaas panggilan; − Berit Beritaa acara acara sidan sidang g (jawa (jawaba ban/t n/tan angg ggpan pan dan dan bukt bukti-b i-buk ukti ti surat surat dimasukan dalam berita acara); Surat kuasa khusus dari kedua belah pihak yang berperkara; − − Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi; − Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (bila ada); − Berita Acara Sita Jaminan/Penyegelan (bila ada); − Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak  (bila ada) Surat-surat bukti Pemohon; − Surat-surat bukti Termohon; − − Surat-surat lainnya; −  Naskah  Naskah Asli Putusan. Putusan.
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 Sedangkan bundel B merupakan himpunan surat-surat perkara dan kasasi serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya permohonan kasasi dan akhirnya menjadi arsip perkara MA RI, yang terdiri atas: − Relaas-relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Niaga kepada kedua belah pihak yang berperkara; − Akta permohonan kasasi; − Surat kuasa khusus dari pemohon kasasi; − Memori kasasi dan/atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi; − Tanda terima memori kasasi; − Relaas pemberitahuan kasasi kepada Termohon Kasasi; − Kontra memori kasasi; − Salin Salinan an putu putusa san n Peng Pengadi adila lan n Niaga Niaga dan dan pene penetap tapan an-pe -pene netap tapan an Pengadilan Niaga; dan − Surat-surat lain yang sekiranya ada. Dalam menaksir biaya kasasi diperhitungkan dengan besarnya biaya kasasi yang ditentukan oleh Ketua Muda. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung ditambah dengan biaya pemberitahuan, berupa : · Biaya pemberitahuan pernyataan kasasi. · Biaya pemberitahuan memori kasasi. · Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi. · Biaya pemberitahuan bunyi kasasi. Foto Foto copy copy relaas relaas pember pemberitahu itahuan an putusa putusan n Mahkam Mahkamah ah Agung Agung,, dikirim dikirim ke Mahkam Mahkamah ah Agung. Agung. Permo Permohon honan an kasasi kasasi yang yang melamp melampaui aui tenggan tenggang g waktu waktu atau  penerimaan  penerimaan memori memori kasasi yang melempaui melempaui tenggang tenggang waktu, waktu, harus dinyatakan dinyatakan tidak tidak dapat dapat diterima diterima.. Menga Mengajuk jukan an memori memori kasasi kasasi yang disertai disertai dengan dengan alasanalasan merupakan syarat mutlak. Didalam risalah kasasi harus dimuat keberatankeberatan keberatan atau alasan-alasan kasasi yang berhubungan berhubungan dengan pokok pokok persoalan persoalan  perkara, jika tidak mengajukan risalah kasasi sudah tentu akan menyebabkan menyebabkan tidak  diterimanya permohonan kasasi. Tugas Pengadilan Tingkat Kasasi dan Alasan Pengajuan Kasasi Tugas pengadilan kasasi adalah menguji dan meneliti putusan pengadilan pengadilan  pengadilan bawahan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya tidaknya  penerapan hukum yang dilak dilakuk ukan an terha terhada dap p kasu kasuss yang yang bers bersang angku kuta tan n yang yang dudu duduk k perka perkara ranya nya telah telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Oleh karena itu, maka dasar dari pembatalan suatu putusan yang oleh pengadilan kasasi dianggap salah adal adalah ah “pel “pelan angg ggar aran an huku hukum” m” yang yang tela telah h dila dilaku kuka kan n oleh oleh peng pengad adil ilan an yang yang  bersangkutan  bersangkutan.. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam  pasal 30 30 UU No. 14 14 Tahun Tahun 1985 1985 jo. UU UU No. 5 Tahun Tahun 2004 2004 adalah adalah : 1) Tidak berwenang berwenang atau melampaui melampaui batas wewenang  wewenang  Pada hakikatnya, pengertian tidak berwenang  dalam hal ini tendens kepada kepada kompe kompetens tensii relatif relatif (relatieve competentie competentie)) dan kompete kompetensi nsi absolut absolut (absolute competentie competentie). ). Konkretnya, yudex Konkretnya,  yudex facti incasu Pengadilan Niaga telah mengad mengadili ili perkara perkara kepailit kepailitan an dan PKPU PKPU tersebu tersebutt seolahseolah-olah olah merupa merupakan kan 3.



7



 kewe kewena nang ngan anny nya, a, pada padaha hall sebe sebena narn rnya ya tent tentan ang g  yudex factie tidak   berwenang/buk  berwenang/bukan an merupakan merupakan kewenanganny kewenangannya. a. Sedangkan Sedangkan alasan kasasi disebabkan  yudex facti melampaui melampaui batas wewenang  wewenang adalah adalah bahwa  yudexfacti telah mengadili tidak sesuai atau melebihi kewenangan yang ditentukan dalam UU. Kemudian, melampaui batas wewenang ini wewenang ini dapat juga di artikan bahwa  yudexfacti dalam dalam putusa putusanny nnyaa telah telah mengab mengabulk ulkan an lebih lebih dari dari pada pada apa yang yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya. 2) Salah menerapkan menerapkan atau melanggar melanggar hukum yang berlaku berlaku Hakikat  salah menerapkan hukum dapat dapat diartika diartikan n secara secara sederha sederhana na adalah adalah salah salah menerap menerapkan kan ketent ketentuan uan hukum hukum formal/h formal/huku ukum m acara acara maupun maupun hukum materiilnya. Kesalahan tersebut dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar melanggar hukum tendens tendens kepada kepada penerap penerapan an hukum hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dari ketentuan seharusnya yang digariskan oleh UU. 3) Lalai memenuhi memenuhi syarat-syarat syarat-syarat yang diwajibkan diwajibkan oleh peraturan peraturan perundangperundangundan undangan gan yang yang menga menganca ncam m kelala kelalaian ian itu denga dengan n batal batalnya nya putusa putusan n yang  yang  bersangkutan Dalam doktrin hukum acara perdata, perdata, kelalaian memenuhi memenuhi syarat-syarat syarat-syarat yang yang diwa diwajib jibka kan n oleh oleh perat peratur uran an perun perunda dang ng-un -unda dang ngan an yang yang meng mengan ancam cam kelalaia kelalaian n dengan dengan batalny batalnyaa putusa putusan. n. Aspek Aspek ini lazim lazim disebut disebut dengan dengan istilah istilah melalaikan persyaratan formal (formalities), sehingga diancam pula kebatalan formal ( formele  formele nietigheid atau nietigheid  atau  formele nulliteit ). ). Terhadap hal ini, Soedirjo lebih lebih jauh jauh meneg menegask askan an bahwa bahwa persyara persyaratan tan formal formal (formal (formalitas itas)) yang yang tidak  tidak  dipenuhi dipenuhi oleh hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan hakim itu. Hanya  perbuatan  perbuatan prosesesuil prosesesuil ( processuele handeling ) dari dari hak hakim tund tunduk uk pad pada  pemeriksaan  pemeriksaan kasasi, perbuatan perbuatan para pihak tidak. Apabila batalnya batalnya putusan atau  perbuatan  perbuatan hakim sebagai sebagai akibat kelalaian ditentukan ditentukan oleh undang-und undang-undang, ang, maka terdapat kebatalan formal ( formele  formele nietigheid  nietigheid atau atau formele  formele nulliteit ). ). Kemudi Kemudian, an, tentang tentang kebatal kebatalan an formal formal ini misaln misalnya ya dapat dapat disebu disebutkan tkan apabila sidang pemeriksaan pengadilan tidak dilakukan terbuka untuk umum mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum (Pasal 19 ayat 1, 2 Undangundang Nomor 3 Tahun 2009), begitu pula halnya semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapakan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila tidak dilakukan demikian akan batal (Pasal 13 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334 K/Sip?1972 tanggal 4 Oktober 1972. Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. kasasi. Mahkam Mahkamah ah Agung Agung terikat terikat pada pada peristi peristiwa wa yang yang telah telah diputu diputuska skan n dalam dalam tingkat terakhir, jadi pada tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Oleh kare karena na pada pada tingk tingkat at kasas kasasii tidak tidak diper diperiks iksaa ulang ulang dudu duduk k perka perkaran ranya ya,, maka maka 8



  pemeriksaan  pemeriksaan tingkat kasasi pada umumnya umumnya tidak dianggap dianggap sebagai sebagai pemeriksaan pemeriksaan tingkat ke-3. Dasar Dasar hukum hukum bagi bagi pengad pengadilan ilan kasasi kasasi yang yang dilaku dilakukan kan Mahkam Mahkamah ah Agung Agung diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970, yang berbunyi: “Terhadap “ Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir  oleh pengadilan-pengadilan lain daripada MA, kasasi dapat dimintakan kepada  Mahkamah Agung.” Agung.” UU Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985, mengatur Hukum Acara bagi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan tugasnya untuk memberi  putusan  putusan dalam tingkat tingkat kasasi. kasasi. Bab III UU no. 14 Tahun 1985, 1985, mengatur mengatur tentang kekuasaan Mahkamah Agung. Pada Pasal 28, menyatakan sebagai berikut : (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. Permohonan kasasi;  b. Sengketa Sengketa tentang tentang kewenanga kewenangan n mengadili; mengadili; c. Permohonan peninjauan kembali kembali (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung. Pada Pada pasa pasall 28 diny dinyata ataka kan n : “Mahkam “Mahkamah ah Agung Agung memutus memutus permoho permohonan nan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari  semua Lingkungan Lingkungan Peradilan”. Peradilan”. 4. Putusa Putusan n pera peradila dilan n tingka tingkatt kasa kasasi si Jika Mahkamah Agung menerima permohonan permohonan kasasi dan membatalkan  putusan  putusan yang dimohonkan dimohonkan kasasi tersebut, tersebut, maka akan terjadi dua kemungkinan, kemungkinan, yakni : 1) Kalau pembatala pembatalan n itu didasarkan didasarkan pada pada tidak berwen berwenangnya angnya pengadilan pengadilan yang telah mengambil putusan yang dimohonkan kasasi, maka berkas perkara akan akan dikirim dikirimkan kan kepada kepada pengad pengadilan ilan yang yang oleh oleh Mahkam Mahkamah ah Agung Agung yang dianggap berwenang, untuk diperiksa dan diputusi. 2) Kalau Kalau pemb pembata atalan lan dida didasar sarka kan n pada pada kesa kesalah lahan an dalam dalam pene penera rapan pan huku hukum, m, maka maka Mahka Mahkama mah h Agun Agung g akan akan memu memutu tusi si sendi sendiri ri perka perkara ra itu. itu. Deng Dengan an sendirinya putusan yang akan diambil oleh Mahkamah Agung itu adalah final final.. Disi Disini ni dika dikata takan kan bahw bahwaa haki hakim m kasa kasasi si dalam dalam memu memutu tusi si perk perkara ara tersebut “duduk di atas kursi judex facti” karena ia memutusi apa yang  biasanya  biasanya menjadi wewenang wewenang “judex facti” (Pengadilan (Pengadilan Negeri Negeri atau Pengadilan Tinggi). Menu Menuru rutt kete ketentu ntuan an huku hukum m yang yang berla berlaku ku dan dan yuris yurispr prud uden ensi si kons konstan tan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peradilan kasasi dalam putusannya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis semata-mata yaitu apakah benar  yudex benar  yudex  facti telah telah mene menerap rapka kan n huku hukum m atau atau mener menerapk apkan an huku hukum m tidak tidak seba sebaga gaima imana na mestinya. mestinya. Konkritnya, Konkritnya, Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia Indonesia memeriksa memeriksa terhadap  penerapan  penerapan hukumnya hukumnya dan tidak terhadap terhadap peristiwa peristiwa dan pembuktian pembuktian sehingga sehingga kedudukanny kedudukannyaa sebagai sebagai  yudex yuris. yuris. Deng Dengan an demik demikian ian,, aspe aspek k peris peristiw tiwaa dan dan  penilaian mengenai mengenai hasil pembuktian pembuktian yang bersifat penghargaan penghargaan terhadap suatu kenyataan kenyataan tidak dapat dipertimbangk dipertimbangkan/tidak an/tidak tunduk dalam pemeriksaan pemeriksaan kasasi 9



 sebagaimana sebagaimana ditegaskan ditegaskan putusan putusan Mahkamah Mahkamah Agung Agung Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor  Nomor  2650 K/Sip/1982 tanggal 20 September 1983. Putusan peradilan tingkat kasasi ini pada asasnya dapat di klasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : 1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima Hakikat permohonan kasasi haruslah didasarkan kepada ontvankelijkeheid  (dapat (dapat diter diterima imany nya) a) perm permoh ohon onan an kasas kasasi. i. Apab Apabila ila suatu suatu  permohonan  permohonan kasasi tidak memenuhi memenuhi syarat formal (formalitas) (formalitas) untuk  mengaju mengajukan kan kasasi kasasi seperti seperti dilampa dilampauin uinya ya tenggan tenggang g waktu waktu melaku melakukan kan kasasi, kasasi, sura suratt kuas kuasaa khus khusus us kasa kasasi si tida tidak k meme memenu nuhi hi syar syarat at,, tida tidak k ada/ ada/te terl rlam amba batt mengajukan memori kasasi, dan lain sebagainya, sehingga hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun Adapun mengen mengenai ai bunyi bunyi amar putusa putusan n Mahkam Mahkamah ah Agung Agung Republ Republik  ik  Indonesia dalam aspek ini hakikatnya dapat berbunyi, sebagai berikut: bahwa permohonan permohonan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi: ........... ................... ........ −  Menyatakan, bahwa tersebut tidak dapat diterima; −  Menghukum Pemohon Pemohon Kasasi membayar membayar biaya perkara dalam Peradilan  Kasasi ini sebesar sebesar Rp ................ ................ (..............) (..............) 2. Permohonan kasasi ditolak  Permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Repu Republ blik ik Indon Indones esia ia dapa dapatt dise diseba babk bkan an bahw bahwaa  yudex facti tida tidak k sala salah h mene menera rapa paka kan n huku hukum, m, bahw bahwaa pem pemoho ohon kasa kasassi dala dalam m memo memori ri kasa kasassi memper mempersoa soalkan lkan tentang tentang kejadia kejadian n atau hal yang yang tidak tidak merupa merupakan kan wewenan wewenang g hakim kasasi, misalnya tentang penilaian hasil pembuktian, penghargaan atas suatu fakta dan lainnya. Dapat pula permohonan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan (irrelevant  (irrelevant ) dengan pokok perkara. Apabila permohonan kasasi ditolak, ammar  putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya, dapat berbunyi sebagai berikut: −  Menolak permoho permohonan nan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi ... ... tersebut; −  Menghukum Pemohon Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam  peradilan kasasi kasasi ini yang ditetapkan ditetapkan sebesar sebesar Rp ...... ...... 3. Permohonan kasasi dikabulkan Perm Permoh ohon onan an kasa kasasi si dika dikabu bulk lkan an berar berarti ti bahw bahwaa alasan alasan-al -alasa asan n atau atau keberatan-keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena  yudex facti dianggap telah salah atau tidak benar dan tepat dalam penerapan hukum atau karena alasanalasan hukum lain (Pasal 30, 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009). Dalam hal permoho permohonan nan kasasi kasasi dikabu dikabulka lkan n karena karena alasan alasan dari pemoho pemohon n kasasi kasasi atau karen karenaa alasa alasan n huku hukum m lain, lain, Mahk Mahkam amah ah Agun Agung g Repu Republ blik ik Indo Indone nesia sia akan akan membatalkan putusan  yudex facti. facti. Terhadap hal ini ada 2 (dua) kemungkinan sikap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: - Mahk Mahkam amah ah Agung Agung Repub Republik lik Indon Indones esia ia menyer menyerahk ahkan an perkara perkara terse tersebu butt ke  pengadilan  pengadilan lain yang berwenang berwenang memeriksa memeriksa dan dan memutusk memutuskannya. annya. Aspe Aspek k ini ini didas didasark arkan an pada pada kete ketentu ntuan an Pasa Pasall 51 ayat ayat 1 Unda Undang ng-undang undang Nomor Nomor 3 Tahun Tahun 2009 2009 yaitu yaitu mengab mengabulk ulkan an permoh permohona onan n kasasi kasasi 10



  berdasarkan  berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-und Undang-undang ang nomor nomor 3 Tahun 2009 bahwa pembatalan itu didasarkan kepada tidak berwenang/ melampaui  batas wewenangny wewenangnyaa  yudex facti yang dimohonkan kasasi, berkas perkara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dikirim kepada  yudex facti yang dianggap berwenang untuk diperiksa dan diputus. - Mahk Mahkam amah ah Agun Agung g Repu Republ blik ik Indo Indone nesi siaa memu memutu tuss send sendir irii perk perkar araa yang yang dimohonkan kasasi itu Apabila Apabila permoho permohonan nan kasasi kasasi dikabu dikabulkan lkan dan putusa putusan n  yudex facti dibatalkan karena alasan Pasal 30 huruf b dan c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan menurut ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor  3 Tahun Tahun 2009, 2009, Mahkamah Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia Indonesia memutus memutus perkara yang dimohonkan kasasi itu. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Republ Republik ik Indone Indonesia sia adalah adalah final, final, yang yang menuru menurutt istilah istilah  R. Subekti disini dikatak dikatakan an bahwa bahwa Hakim Hakim Kasasi Kasasi dalam dalam memutu memutuss perkara perkara tersebu tersebutt duduk  diatas kursi yudex facti karena ia memutusi apa yang biasanya wewenang  yudex facti (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi). C. PENINJAUAN KEMBALI 1. Prosed Prosedur ur Admini Administr strasi asi Peninj Peninjau auan an Kembal Kembalii Pada dasarnya prosedural administrasi pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat 2 huruf  (a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi,  setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum bisa ditemukan, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memounyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan alasannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat 2 huruf  (b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, dalam putusan hakim  yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, dilakukan dalam jangka waktu  paling lambat 30 (tigapuluh) (tigapuluh) hari setelah tanggal tanggal putusan putusan yang dimohonka dimohonkan n  peninjauan  peninjauan kembali kembali mempero memperoleh leh kekuatan kekuatan hukum hukum tetap. Hal ini senada dengan pasal 69 Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang mengatur tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kembali. Pasal tersebut menyatakan menyatakan bahwa permohonan permohonan peninjauan peninjauan kembali kembali yang diajukan berdasarkan berdasarkan alasan harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari untuk : (a) Yang tersebut tersebut pada huruf huruf a sejak diketahui kebohonga kebohongan n atau tipu muslihat muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berpekara. (b) Yang disebut disebut pada huruf huruf b sejak diketemuka diketemukan n surat-surat bukti, bukti, yang hari serta serta tanggal tanggal dikete diketemuk mukann annya ya harus harus dinyat dinyatakan akan dibawa dibawah h sumpah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang. (c) Yang Yang dise disebu butt pada pada huru huruff c, d dan dan f sejak sejak putu putusan san meperol meperoleh eh keku kekuata atan n hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Kemudi Kemudian, an, pernyat pernyataan aan peninja peninjauan uan kembal kembalii dapat dapat diminta diminta apabila apabila panjar  panjar   perkara yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama Panitra Muda Perdata yang telah telah dibaya dibayarr lunas. lunas. Dalam Dalam menaks menaksir ir biaya biaya peninja peninjauan uan kembal kembalii ini, ditentuk ditentukan an 11



 dengan besarnya biaya peninjauan kembali yang ditentukan oleh ketua Pengadilan  pertama dan dan ongkos ongkos pengiriman pengiriman uang ke Mahkama Mahkamah h Agung ditambah ditambah dengan dengan biaya biaya  berupa:  berupa:  Biaya registrasi (pencatatan)  Biaya pemberitahuan adanya peninjauan kembali  Ongkos pengiriman (pengiriman uang dan pengiriman berkas) dan  Biaya pengiriman jawaban peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik  Indonesia Prosed Prosedural ural selanju selanjutny tnyaa apabila apabila biaya biaya peninja peninjauan uan kembal kembalii telah telah dibaya dibayar  r  lunas, Panitra Muda Perdata wajib membuat Akta Peninjauan kembali dan mencatat  permohonan  permohonan tersebut tersebut ke dalam dalam register register induk induk perkara perkara peninjauan peninjauan kembali. kembali. Pemo Pemoho hon n penin peninja jauan uan kemb kembali ali wajib wajib meny menyam ampa paika ikan n kepad kepadaa Panit Panitra ra Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembal kembalii dan untuk untuk termoho termohon n salinan salinan permoho permohonan nan peninja peninjauan uan kembal kembalii beriku berikutt salinan bukti pendukung yang bersangkutan pada tanggal permohonan peninjauan kembal kembalii didafta didaftarkan rkan.. Panitra Panitra Pengad Pengadilan ilan menyam menyampaik paikan an salinan salinan permoho permohonan nan Peninja Peninjauan uan kembal kembalii beriku berikutt salinan salinan bukti bukti penduk pendukung ung kepada kepada termoho termohon n dalam dalam  jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan permohonan didaftarkan. Pihak Pihak termoh termohon on dapat dapat mengaju mengajukan kan jawaban jawaban terhadap terhadap permoho permohonan nan peninja peninjauan uan kembal kembalii yang yang diajuka diajukan n dalam dalam jangka jangka waktu waktu 10 (sepul (sepuluh) uh) hari hari setelah setelah tanggal tanggal  permohonan  permohonan peninjauan peninjauan kembali kembali didaftarkan. didaftarkan. Panitra Pengadilan Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitra Mahkamah Agung dalam jangka waktu  paling lambat lambat 12 12 (duabelas) (duabelas) hari setelah setelah tanggal tanggal permohonan permohonan didaftarka didaftarkan n (pasal 297 297 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Kemudian setelah itu berkas perkara peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada hakikatnya,  bundel  bundel A merupakan himpunan himpunan surat-surat yang diawali dengan dengan surat gugatan dan semua kegiatan/proses penyidangan/pemeriksaan perkara dan selalu disimpan pada Pengad Pengadilan ilan negeri, negeri, bundel bundel A ini isinya sama sama seperti seperti bundel bundel A perkara perkara Kasasi. Kasasi. Sedang Sedangkan kan menge mengenai nai bundel bundel B merupak merupakan an himpun himpunan an surat-s surat-surat urat perkara perkara yang yang diawali dengan permohonan pernyataan kasasi dan peninjauan kembali serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya peninjauan kembali dan Kasasi yang akhirnya menjadi menjadi berkas perkara Mahkamah Mahkamah Agung Agung Republik Republik Indonesia. Indonesia. Adapun mengenai mengenai  bundel  bundel B untuk untuk perkara perkara peninjauan peninjauan kembal kembalii terdiri atas: atas:  Relaas-relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon dan Termohon atau relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan negeri (bila  permohonan  permohonan peninjau peninjauan an kembali kembali itu diajukan atas Putusan Putusan Pengad Pengadilan ilan negeri) negeri)  Akta permohonan peninjauan kembali  Surat permohonan peninjauan kembali, dilampiri dengan surat bukti  Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali  Surat Kuasa Khusus pemberitahuan dan penyerahan penyerahan salinan permohonan permohonan peninjauan peninjauan kembali  Surat pemberitahuan kepada pihak lawan  Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung  Tanda bukti setoran biaya peninjauan kembali dari Bank dan 12



 



Surat-surat lainnya yang sekiranya ada. Dalam praktik, setelah para pihak selesai mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan di tuangkan dalam akta ekploit lalu ekploit lalu berkas peninjauan kembali dikirim kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Alasan-ala Alasan-alasan san Diajukan Diajukan Permohonan Permohonan Peninjauan Peninjauan Kembali Kembali Hakikat Hakikat principa principall dari dari permoh permohona onan n Peninja Peninjauan uan Kembal Kembalii dapat dapat diajuka diajukan n secara secara tertulis tertulis atau apabila apabila permoho permohonan nan tidak tidak dapat dapat menulis menulis diajuk diajukan an dengan dengan dengan dengan lisan dan menyebut menyebut alasan-alasan alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan permohonan dan dimasukan di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat  pertama ( Pasal 71 Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009). 2009). Terhadap Terhadap diajukan diajukan Peninjauan Peninjauan Kembali, secara limitative limitative dalam perkara perdata pada umumnya umumnya Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pasal 266 KUHAP dengan menyebutkan alasan-alasan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap adalah: a. Setelah Setelah perkara perkara diputus ditemuka ditemukan n bukti baru yang bersifat bersifat menentukan menentukan  yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Pada asasnya, Aspek ini lazim disebut dengan istilah  Novum,  Novum, dan mengenai tenggang waktunya adalah 180 hari (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal  putusan  putusan yang dimohonkan dimohonkan peninjauan peninjauan kembali kembali memperoleh memperoleh kekuatan kekuatan hukum hukum tetap (Pasal 296 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan hari dan tanggal tanggal ditemukan ditemukan  Novum dibuat dibuat dibawa dibawah h sumpah sumpah serta serta disahk disahkan an pejaba pejabatt  berwenang  berwenang (Pasal (Pasal 69 huruf huruf b Undang Undang-undang -undang Nomor Nomor 3 Tahun Tahun 2009). 2009). b.  Hakim yang yang bersangkutan bersangkutan terdapat kekeliruan kekeliruan yang yang nyata Pada dasarnya, pembentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak  menyeb menyebutk utkan an bagaima bagaimana na dimens dimensii dari ketentu ketentuan an Pasal Pasal 295 ayat 2 huruf huruf b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang, dalam putusan hakim yang  bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. nyata. Dikaji dari praktik peradilan, hakikat hakikat kekelir kekeliruan uan yang yang nyata nyata diartika diartikan n secara secara letterli letterlijke jke tentang tentang kekeliruan  yang nyata seba sebaga gaim iman anaa bunyi unyi Unda ndang-U ng-Un ndang dang dan dan kemud emudia ian n di implementasikan sebagai kesalahan berat dalam penerapan dalam penerapan hukum. hukum. Dalam Dalam pasal pasal 67 Undang Undang-und -undang ang No. 15 tahun tahun 1985 1985 dinyatak dinyatakan, an, bahwa bahwa  permohonan  permohonan peninjauan peninjauan kembali kembali putusan putusan perkara perdata yang telah memperoleh memperoleh kekuat kekuatan an hukum hukum tetap tetap dapat dapat diajuk diajukan an hanya hanya berdas berdasarka arkan n alasan-a alasan-alasa lasan n sebagai sebagai  beikut:  beikut: (a) Apabila Apabila putusan didasarkan didasarkan pada pada suatu kebohongan kebohongan atau atau tipu muslihat pihak  pihak  lawan lawan yang diketah diketahui ui setelah setelah perkaran perkaranya ya diputu diputuss atau didasar didasarkan kan pada pada  bukti-bukti  bukti-bukti yang yang kemudian kemudian oleh hakim hakim pidana pidana dinyataka dinyatakan n palsu. (b) Apabila Apabila setelah setelah pekara pekara diputus diputus,, ditemu ditemukan kan surat-s surat-sura uratt bukti bukti yang yang bersifat bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksan tidak dapat diketemukan. (c) Apabila Apabila telah dikabulk dikabulkan an suatu hal yang yang tidak tidak dituntut dituntut atau lebih daripada daripada yang dituntut. (d) (d) Apab Apabil ilaa meng mengen enai ai suat suatu u bagi bagian an dari dari tunt tuntut utan an belu belum m dipu diputu tuss tanp tanpaa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
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 (e) Apabila Apabila antara pihak-pihak pihak-pihak yang sama mengenai mengenai suatu suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lain. (f) Apab Apabila ila dalam dalam suatu suatu putu putusa san n terda terdapat pat suat suatu u kehil kehilafa afan n hakim hakim atau atau suatu suatu kekeliruan yang nyata. Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: (a) Permohonan Permohonan peninjauan peninjauan kembali kembali diajukan diajukan oleh pemohonan pemohonan secara tertulis deng dengan an meny menyeb ebut utka kan n seje sejela lass-je jela lasn snya ya alas alasan an yang yang dija dijadi dika kan n dasa dasar  r   permohonan  permohonan itu dan dimasukkan dimasukkan di kepaniteraan kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. (b) (b) Apabila ila pemohon tida idak pandai menulis, is, maka ia mengu nguraik aikan  permohonan  permohonannya nya secara lisan dihadapan dihadapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. 3. Putusan Putusan Peradila Peradilan n Peninjaua Peninjauan n Kembali Kembali Pada Pada dasarn dasarnya, ya, putusa putusan n peradila peradilan n terhada terhadap p Peninja Peninjauan uan Kembali Kembali dalam dalam  perkara perdata dapat dapat diklasifikas diklasifikasikan ikan kedalam kedalam 3 (tiga) golong golongan, an, yaitu: yaitu: a. Putu Putusa san n yang yang meny menyat atak akan an bahw bahwaa perm permoh ohon onaa penin peninjau jauan an kemb kembali ali tidak  tidak  dapat diterima Suatu permohonan permohonan Peninjauan Peninjauan Kembali dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karenan pemohon terlambat mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009,  permohonan  permohonan Peninjauan Peninjauan Kembali Tanpa adanya surat kuasa, atau surat kuasa tidak  khusus dibuat untuk Peninjauan Kembali, atau dapat juga disebabkan Peninjauan Kembal Kembalii diajuka diajukan n untuk untuk kedua kedua kalinya kalinya,, serta serta Peninja Peninjauan uan Kembal Kembalii dimoho dimohonka nkan n terhada terhadap p Putusa Putusan n pengadi pengadilan lan yang yang belum belum mempun mempunyai yai kekuat kekuatan an hokum hokum tetap tetap ( inkracht van gewisjde ). Tegasnya, permohonan Peninjauan Kembali dilakukan tidak memenuhi syarat formal (formalitas) sebagaimana ditentukan oleh Undangundang.  b. Putusan Putusan yang menyatakan menyatakan bahwa bahwa permoho permohonan nan peninjauan peninjauan kembali kembali ditolak  Permohonan Permohonan Peninjauan Peninjauan Kembali Kembali dinyatakan dinyatakan ditolak  apabila apabila Mahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang yang diajuka diajukan n oleh oleh pemoho pemohon n tidak tidak beralas beralasan an (Pasal (Pasal 74 ayat ayat 2 Undang Undang-un -undan dang g nomor nomor 3 Tahun Tahun 2009) 2009).. Alasan Alasan ini dapat dapat diseba disebabka bkan n permoho permohonan nan Peninja Peninjauan uan Kembal Kembalii tidak tidak diduku didukung ng oleh oleh fakta fakta atau keadaa keadaan n yang merupaka merupakan n alasan alasan dan menjadi dasar permohonan Peninjauan Kembali, atau dapat pula disebabkan alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali tidak sesuai alasan-alasan yang ditetapkan secara limitative sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-undang nomor 3 Tahun Tahun 2009 2009 atau juga juga dapat dapat diseba disebabka bkan n putusa putusan n  yudex facti yang dimohonkan Peninja Peninjauan uan Kembali Kembali tidak tidak melangg melanggar ar alas an-alasa an-alasan n permoho permohonan nan Peninja Peninjauan uan Kembali. c. putu putusa san n yang yang mey meyatak atakan an bahw bahwaa perm permo ohona honan n peni penin njaua jauan n kemb kembal alii dikabulkan Suatu Permohonan Peninjauan Kembali akan dikabulkan apabila Mahkamah Agung Agung Republik Republik Indonesia Indonesia membenarkan membenarkan alasan-alasan alasan-alasan permohonan permohonan Peninjauan Peninjauan 14



 Kembali karena sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang nomor 3 Tahun 2009. Dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan Penin Peninjau jauan an Kemb Kembali ali,, Mahka Mahkama mah h Agun Agung g akan akan memb membat atalk alkan an putu putusa san n yang yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri Perkaranya (Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Pada hakikatnya dalam putusan perdata niaga pada umumnya pembatalan  putusan  putusan yang dimohonkan dimohonkan Peninjauan Peninjauan Kembali Kembali atau pengabulan pengabulan permohonan permohonan Penin Peninjau jauan an Kemb Kembal alii dapat dapat menge mengenai nai selu seluru ruh h bagi bagian an putu putusa san n atau atau sebag sebagian ian /seluruhnya dari gugatan. Sedangkan putusan di bidang pidana berdasarkan pasal 266 ayat 2 KUHAP dapat dapat berupa berupa putusa putusan n bebas, bebas, putusa putusan n lepas lepas dari segala segala tuntut tuntutan an hukum, hukum, pidana ringan, menolak tuntutan jaksa jika alasan-alasan permohonan dibenarkan MA. Dan  jika alasan alasan permohona permohonan n tidak dibenarkan dibenarkan maka maka permintaan permintaan PK PK akan ditolak MA. KESIMPULAN



Dari ketiga upaya hukum yang telah dipaparkan di atas dengan berbagai  persamaan  persamaan dan perbedaannya perbedaannya maka perlulah perlulah kita mengetahui mengetahui tujuan dari upaya huku hukum m itu send sendiri iri adala adalah h untu untuk k menja menjami min n adan adanya ya kepa kepasti stian an huku hukum m deng dengan an mengad mengadaka akan n peradila peradilan n di tingkat tingkat yang yang berbed berbeda. a. Transp Transparan aransi si hukum hukum juga juga akan terlihat, karena pada hakikatnya orang yang melakukan upaya hukum adalah orang yang yang mempert mempertahan ahankan kan haknya haknya untuk untuk mendap mendapatka atkan n rasa keadila keadilan n yang tentuny tentunyaa relatif dan subjektif.s DAFTAR PUSTAKA
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